
NEW YORK(IM)- 
Hakim New York yang 
memimpin persidangan 
Donald Trump atas dugaan 
pembayaran uang diam 
sebelum pemilihan kepada 
bintang porno, member-
lakukan perintah pem-
bungkaman sebagian pada 
mantan presiden tersebut, 
Selasa (26/3).

Hakim Juan Merchan 
memerintahkan Trump untuk 
tidak menyerang secara publik 
saksi potensial, jaksa penun-
tut, staf  pengadilan, keluarga 
mereka, atau juri calon.

Langkah itu datang hanya 
beberapa jam setelah kandidat 
presiden Partai Republik itu 
menyerang hakim dan pu-
trinya dalam serangkaian pos 
di Truth Social.

Trump (77) menggam-

barkan Merchan sebagai 
“pembenci Trump yang 
sesungguhnya dan bersertifi -
kat yang menderita sindrom 
Trump Derangement Syn-
drome yang sangat serius.”

“Dengan kata lain, dia 
membenciku. Hakim Mer-
chan harus menarik diri, 
dia tidak bisa memberi-
kan saya persidangan yang 
adil,” kata Trump.

Mantan presiden Partai 
Republik itu juga men-
gatakan putri Merchan 
adalah “eksekutif  senior 
di sebuah fi rma Demokrat 
Super Liberal.”

Merchan adalah hakim 
ketiga yang mengawasi ka-
sus terhadap Trump untuk 
mengeluarkan perintah 
pembungkaman.

Hakim Arthur Engoron, 

Hakim New York Perintahkan Pembungkaman 
Terhadap Trump dalam Kasus Uang Diam

yang memimpin kasus pe-
nipuan bisnis di New York 
yang menghasilkan denda 
US$454 juta untuk Trump, 
juga mengeluarkan perintah 
pembungkaman terbatas.

Demikian pula Hakim 
Distrik Tanya Chutkan di 
Washington, yang menga-
wasi kasus federal terhadap 
Trump atas tuduhan men-
coba untuk membalikkan 
hasil pemilihan 2020.

Jaksa Distrik Manhattan 
Alvin Bragg, yang men-
gajukan kasus uang diam 
terhadap Trump, telah me-
minta Merchan bulan lalu 
untuk mengeluarkan perin-
tah pembungkaman “yang 
dirancang secara sempit” 
untuk “melindungi integri-
tas proses pidana ini.”

Merchan mengatakan 
Tr u m p  b e b a s  u n t u k 
berkomentar tentang ha-
kim itu sendiri dan Bragg, 
tetapi bukan jaksa penuntut 
lain dalam kasus tersebut.

Steven Cheung, juru 
bicara Trump, mengecam 
perintah pembungkaman 

tersebut.
“Perintah pembungka-

man yang tidak konstitu-
sional dari Hakim Merchan 
mencegah Presiden Trump 
- kandidat terkemuka untuk 
Presiden Amerika Serikat - 
untuk terlibat dalam pidato 
politik inti,” kata Cheung 
dalam sebuah pernyataan.

“Pemilih Amerika me-
miliki hak mendasar un-
tuk mendengar suara tak 
tersensor dari kandidat 
terkemuka untuk jabatan 
tertinggi di negeri ini,” 
tambahnya.

Dalam perintahnya, Se-
lasa, Merchan mencatat 
Trump memiliki riway-
at membuat pernyataan 
publik yang “mengancam, 
menghasut, merendahkan.”

“Catatan tidak diper-
tentangkan yang mencer-
minkan pernyataan ekstra-
yudisial sebelumnya dari 
terdakwa menetapkan 
risiko yang memadai terha-
dap administrasi keadilan,” 
kata hakim itu.

Merchan menambah-

GAZA(IM) - Sedikitnya 
12 warga Palestina tewas 
tenggelam ketika berusaha 
mengambil bantuan kema-
nusiaan yang jatuh di lepas 
pantai Jalur Gaza.

Warga Gaza berusaha 
mengambil paket bantuan 
yang jatuh ke Laut Med-
iterania seiring kelaparan 
ekstrem di enklav tersebut.

Biro media pemerintah 
Gaza melaporkan, setida-

knya enam orang lain tewas 
karena berempuhan saat bere-
but bantuan kemanusiaan 
yang dijatuhkan dari udara.

Pemerintah Gaza pun 
mendesak komunitas interna-
sional berhenti mengirimkan 
bantuan kemanusiaan melalui 
udara. Otoritas di Gaza meminta 
para pihak untuk membuka jalur 
darat pengiriman bantuan yang 
lebih aman dan efi sien. Belakan-
gan ini, beredar video seorang 

pria Palestina yang tenggelam 
usai berenang untuk mengambil 
bantuan yang jatuh di laut.

Dalam video tersebut, se-
jumlah warga berusaha melaku-
kan resusitasi jantung paru ke-
pada korban tenggelam, tetapi 
gagal. “Sebagai ganti makanan 
ini, mereka tenggelam di laut 
dan mati, demi menyediakan 
makanan bagi anak-anaknya saat 
berbuka puasa,” kata seorang 
warga di lokasi kejadian seb-

Maret lalu menunjukkan bah-
wa lebih dari 200.000 warga 
Palestina di Gaza mengalami 
kelaparan antara pertengahan 
Maret hingga Mei 2024.

IPC memperingatkan 
gencatan senjata mesti 
diberlakukan untuk meng-
hindari kelaparan di utara 
Jalur Gaza. IPC meng-
klasifikasikan kelaparan 
sebagai tingkat kerawanan 
pangan terparah. ans

agaimana dilaporkan Al Jazeera, 
Selasa (26/3).

Blokade total yang diber-
lakukan Israel sejak 7 Oktober 
2023 lalu memicu kelaparan 
parah di Jalur Gaza.

Berbagai pihak menyatakan 
bahwa bantuan kemanusiaan 
yang diizinkan masuk ke enklav 
tersebut jauh dari kebutuhan. 
Akibatnya, laporan Integrated 
Food Security Phase Classifi ca-
tion (IPC) pada pertengahan 

12 Orang Tewas di Palestina saat Berusaha Ambil Bantuan Pangan yang Jatuh ke Laut

Hakim memerintahkan Trump untuk 
tidak menyerang secara publik saksi po-
tensial, jaksa penuntut, staf pengadilan, 
keluarga mereka atau juri calon.

kan “tidak ada cara yang 
kurang membatasi untuk 
mencegah risiko tersebut” 
selain memberlakukan per-
intah pembungkaman.

Langkah Merchan itu 
datang sehari setelah dia 
menetapkan 15 April se-
bagai tanggal dimulainya 
persidangan pidana per-
tama mantan presiden.

Trump dihadapkan 
pada tuduhan pemalsuan 
catatan bisnis untuk pem-
bayaran yang dilakukan 
oleh pengacaranya Michael 
Cohen pada malam pe-
milihan presiden 2016 ke-
pada bintang porno Stormy 
Daniels untuk memastikan 
dia tidak mempublikasikan 
pertemuan seksual.

Trump yang dua kali 
dimakzulkan menghadapi 
puluhan tuduhan terkait 
konspirasinya yang diduga 
untuk membalikkan hasil 
pemilihan 2020 dan juga 
penimbunannya dokumen 
rahasia tingkat atas yang 
diambil dari Gedung Putih. 
tom

PELUNCURAN SATELIT YUNHAI-3 02 DI SHANXI-TIONGKOK  
Versi modifi kasi dari roket Long March-6 yang membawa satelit Yunhai-3 02 lepas landas dari Pusat Peluncuran Satelit Taiyuan di Provinsi 
Shanxi, Tiongkok, Rabu (27/3). Satelit tersebut telah memasuki orbit yang telah ditentukan dan akan digunakan untuk atmosfer dan 
survei lingkungan laut, pemantauan lingkungan ruang angkasa, pencegahan dan pengurangan bencana, dan eksperimen ilmiah. 
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PAKISTAN(IM) -
Pakistan telah lama berada 
dalam kondisi darurat. 
Ketidakstabilan politik, 
korupsi, pandemi Co-
vid-19, krisis energi global 
dan bencana alam akibat 
perubahan iklim telah ber-
dampak buruk terhadap 
perekonomian.

Pemerintahan Perdana 
Menteri Shehbaz Sharif  kini 
harus meminta dana talan-
gan lain dari Dana Moneter 
Internasional, IMF, untuk 
mengatasi krisis neraca pem-
bayaran yang akut.

“Kami tidak bisa ber-
tahan tanpa program baru 
IMF,” kata Sharif  di ibu 
kota Islamabad, dalam 
sebuah pidato yang disiar-
kan langsung pekan lalu.

Pernyataannya i tu 
dibuat sehari setelah IMF 
menyepakati perjanjian 
sementara, atau kesepaka-
tan di tingkat staf, yang 
jika disetujui oleh dewan 
direksi IMF, akan men-
gucurkan sisa pinjaman 
senilai USD 1,1 miliar dari 
dana siaga sebesar USD 3 
miliar yang dijamin hingga 
maksimal 11 April.

Kreditor yang berbasis 
di AS itu sudah menyatakan, 
bakal merumuskan pro-
gram penghematan jangka 
menengah jika pemerintah 
di Islamabad mengajukan 
permohonan utang.

Sejauh ini, Pakistan be-
lum secara resmi menyam-
paikan jumlah utang yang 
ingin diusahakan dalam 
skema jangka panjang.

Ayo berlangganan gra-
tis newsletter mingguan 
Wednesday Bite. Recharge 
pengetahuanmu di tengah 
minggu, biar topik obro-
lan makin seru!

Sebagian populasi 
Pakistan yang berjumlah 
240 juta orang harus ber-
juang untuk memenuhi 
kebutuhan dasar hidup. 
Terutama masyarakat 
miskin menjadi kelom-
pok yang paling telak ter-
dampak.

Akibat lonjakan infl asi, 
yang berkisar 30 persen, 
banyak warga Pakistan 
mengalami penurunan 
tajam upah riil dan daya 
beli. Krisis diperparah oleh 
cadangan mata uang asing 
yang semakin menipis dan 
saat ini berkisar USD 8 
miliar, hanya cukup untuk 
membiayai impor selama 
delapan minggu.

Di tengah gejolak eko-
nomi, pemilihan umum 
pada bulan Februari lalu 
malah menghas i lkan 
pemerintahan yang goyah 
dengan tugas membenahi 
masalah struktural di Pak-
istan dan mengeluarkan 
negara dengan kinerja 
perekonomian sebesar 
USD 350 miliar itu dari 
jurang krisis.

“ J i ka  pemer in tah 
mendapa t  p in j aman 

Pakistan Minta Tambahan Utang IMF 
Demi Selamatkan Ekonomi

jangka panjang dari IMF 
dan mematuhi ketentuan 
kesepakatan, maka per-
ekonomian dapat bangkit 
kembali,” kata Moham-
med Sohail, CEO Topline 
Securities, sebuah perusa-
haan pialang yang berba-
sis di Karachi kepada DW.

Namun, program-
program IMF biasanya 
menuntut penghematan 
anggaran dan reformasi 
struktural, yang dijamin 
tidak populer.

Dalam kasus Pakistan, 
pemerintah harus men-
cabut subsidi gas dan listrik, 
menambah penerimaan 
pajak dan menjual perusa-
haan negara yang terus-ter-
usan merugi. Salah satunya 
adalah maskapai pener-
bangan nasional Pakistan 
International Airline, PIA, 
yang dianggap berkinerja 
buruk.

“Privatisasi jelas di-
perlukan dan menurut 
saya sudah lama tertun-
da,” kata Safiya Aftab, 
ekonom Pakistan dalam 
percakapan dengan DW. 
“Apa yang sering luput 
dari retorika mengenai 
privatisasi, berupa hilan-
gnya lapangan kerja dan 
lain-lain adalah, bahwa 
kita semua, termasuk ma-
syarakat miskin, kenyata-
annya ikut membiayai 
perusahaan-perusahaan 
negara yang tidak bekerja 
maksimal dan mengalami 
kerugian.”

“Kita membiayai mer-
eka karena pemerintah 
menutupi kerugian pe-
rusahaan-perusahaan ini 
melalui alokasi anggaran 
dan dengan berutang,” 
tambah Aftab,.

“Privatisasi maskapai 
penerbangan dan perusa-
haan lain yang merugi akan 
menguntungkan Pakistan 
karena mengurangi keru-
gian pemerintah,” timpal 
Sohail mengamini. 

Tapi di sisi lain, cara 
pemerintah mendorong 
privatisasi aset negara 
juga dinilai bermasalah. 
“Karena, meskipun tuntu-
tan IMF untuk privatisasi 
masuk akal, apa yang ter-
jadi di Pakistan mungkin 
tidak sesuai dengan ha-
rapan lembaga keuangan 
global,” kata Osama Ma-
lik, pakar hukum Pakistan, 
mengacu pada pemben-
tukan badan koordinasi 
investasi tahun lalu. De-
wan Fasilitasi, SIFC, yang 
menurut pemerintah akan 
mempercepat dan mem-
permudah investasi.

Malik menuduh SIFC 
secara de facto berada 
di bawah kendali mili-
ter. Buktinya adalah ma-
suknya panglima militer 
Pakistan ke dalam jajaran 
direksi. “Baru-baru ini, 
fasilitas rekreasi dan pari-
wisata milik pemerintah 
federal dialihkan kepada 
perusahaan baru yang 
dimiliki oleh militer. 

“Privatisasi semacam 
ini dikhawatirkan bakal 
menciptakan oligopoli 
militer di negara, di mana 
angkatan bersenjata me-
miliki saham yang sangat 
besar di berbagai perusa-
haan,” imbuhnya.

Jika salah langkah, re-
formasi ekonomi dapat 
menambah penderitaan 
bagi masyarakat dalam 
jangka pendek, kata se-
jumlah ekonom. 

“Pembatasan impor 
akan berdampak pada 
sektor manufaktur, khu-
susnya, sementara pemo-
tongan dana publik berar-
ti berkurangnya aktivitas 
perekonomian di dalam 
negeri,” tambah Aftab.

Dia memperkirakan, 
pemulihan ekonomi akan 
berjalan lambat dan me-
merlukan waktu beberapa 
tahun sebelum pertumbu-
han bisa kembali pulih. 

“Program IMF tidak 
akan membawa kemajuan 
signifikan dalam jangka 
pendek. Namun program 
ini akan menurunkan de-
fi sit transaksi berjalan dan 
fiskal, yang seharusnya 
membantu menstabilkan 
infl asi,” ujarnya.

“Program IMF se-
benarnya bukan dibuat 
untuk mengembalikan 
pertumbuhan, namun 
untuk mencapai stabilitas 
ekonomi.” tom


